
wALI Ko皿s工BOLGA

pROvlNsl SUMATERA u皿RA

pERATURAN DAERAH Ko皿s量BOLGA

NOMOR i工船HUN 2022

TEN船NG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

wALI Ko皿s量BOLGA,

Menimbang : a.　bahwa setiap orang berhak hiduo dan bertempat tin紙al

mendapatkan lingkungan hidup y紬g baik dan sehat;

b. bahwa dengan pertambahan penduduk Ko屯Sibolga serta

perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan

be正和bahnya volume, jenis, dan karakterisdk s劃pah

yang sema虹n beragam;

c.　bahwa d瓢am pengelolaan sampah diperlukan kepastian

hukum, k匂elasan ta増進叫ng ｣awab dan kewenangan ser屯

peran serta masyarakat dan dunia usaha

sehingga pengelolaan sampah dapat be寄血an sec狐a

proporsional, efektif, dan efisien;

d. bahwa berdasarkan pe巾imbangan sebagaimana

dimaksud pada humf a, humf b, dan hu調f c, perlu

meneぬpkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan

Sampah ;

Mengingat: 1.　Pasal 18　ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik工ndonesia Tahun 1945;

2.　Und劃g-Undang Nomor　8　D虹. Tahun 1956　tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar D瓢am

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956　Nomor　59,

Tambahan Lembaran Negara Republik賞ndonesia Nomor

1092;

3. Undang-Undang Nomor　18　Tchun　2008　tentang

Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran

Negara Republ址Indonesia Nomor 485 1);
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4. Undang-Undang Nomor　23　Tchun　2014　tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

工ndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan船mbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Antara Peme正ntah　恥sat dan Peme正ntahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 mom?r
4, Tambahan Lembaran Negara Republik　量ndonesia

Nomor 6757);

5･ Undang-Undang Nomor 11 Tahun　2020 tentang Cipぬ

Ke重ja (Lembaran Negara Republik量ndonesia Tahun 2020

Nomor　245　T紬bahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 6573);

6･ Undang-Und狐g Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubung紬

Antara Peme正ntah msat dan Pemehntahan Daerah

匝mbar紬Negara Republik重ndonesia T血un 2022 nom?r

4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757);

7･ Peraturan Pemerintah No皿or 27 Tahun　2020　tentang

Pengelolaan Sanpah Spesifik (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran

Negara Republik重ndonesia Nomor 6522);

Dengan Perset巾u紬Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKyAT DAERAH Ko皿slBOしGA

dan

WAL量KOTA S重BOLGA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TEN船NG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB工

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1･ Daerah adalah Ko屯Sibolga.

2･ Pemehntah Daerah adalah WaliKota sebagai unsur

penyelengg紬a Pemehntahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan umsan pe皿ehntahan yang me可adi kewenangan

daerah otonom.

3･ Wa櫨kota adalah Wali K〇日Sibolga.

4･ Pe調ngたa書...



4･ Perangkat Daerah ad瓢ah unsur pembantu W瓢i Kota dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan

umsan peme轟ntahan yang me可adi kewenangan Daerah.

5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau

proses瓢am y紬g berbentuk padat yang terdi止atas sampah

Ⅲm血t紬籠a maupun s劃pah s匂enis mm血tan箆a.

6･ Samp血Rum粗略ngga ad粗ah sampah y紬g beras瓢da正

kegiatan sehari- hari dalan rumah tangga yang sebagian besar

te亜正d証samp血org紬ik,寄dak te皿asuk帥a d紬s劃pah

spes縦k.

7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sanpah yang

tidak beras血da正調mah tan幾a dan berasal da正kawasan

pemu虹m紬, kawas紬komersial, kawas紬血dus血, kawas紬

khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas

lainnya.

8･ Sumber Sampah adal血asal血mbulan sampれ

9. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau Kegiatan.

10･ Bahan Berbahaya d紬Beracun yang sela垂utnya disingkat 83

adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena si fat,

konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung

maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau

merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan

Lingkung紬Hidup, kesehat紬, se轟a keぬngsung紬hidup

manusia dan makhluk hidup lain.

11. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya

disebut Limbah　83　adalah sisa suatu usaha dan/atau

Kegiatan yang mengandung 83.

12･ Limb血medis adal血1imb血yang berasal da正pe長野an紬

皿edis yang men終unakan bahan-bah紬　yang bc重acu皿,

in缶ksius, dan berbahaya.

13･Pengelola紬　轟mb血　B3　adalah k埴at紬　y紬g meliputi

pengurang孤, peny宣mpanan, pengumpulan, pengangkutan,

pemanぬatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

14. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses

alam yang menghasilkan也mbulan sampah･

15. Pengelolaan Sampan adalah kegiatan yang sistematis,

menyeluruh,　dan berkesinambungan yang melipu心

pengurangan dan penangan紬sampah.

16･ Penyelen鍵ara紬　Pengelolaan Samp血　ad瓢ah kegiat紬

merencanakan, me皿bangun, mengoperas址an,　　　　dan

memeliha胞　se轟a me脚屯u dan mengev瓢uasi pengelolaan

s劃pah.
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17･ Pengur紬gan S劃pah adalah kegiatan pemba血s孤轟mbul紬

sanpah, pendaur ulang sanpah dan/atau pemanfaatan

kembali sampah.

18･ Penang劃an S劃pah adalah pemilahan, pen即mpulan,

pengangkutan pengolah紬　d粗am bentuk mengubah

karaktehsdk, komposisi dan jumlah s劃pah, se轟a

pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian

sampah dan/atau reside hasil pengolahan sebelumnya ke

media lingkungan secara aman.

19･ Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan din

memisahk狐sampah sesuai deng紬jenis, jumlah dan/atau

siぬt sampah.

20･ Pembatasan timbulan s劃pah, pemanぬa屯n kemb血i sampah,

pendauran ulang sampah, /Redttce, R鋤se dan Recgcze/ yang

selanjutnya disingkat　3R adalah kegiatan pengurangan

sampah dengan cara mengurangi,　memakai atau

memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.

21. Pengumpulan Sanpah adalah kegiatan menganbil dan

memindahk紬　sampah da正　sumber sampah ke tempat

penampungan sementara atau tempat pengolah紬　sampah

dengan p轟nsip　3R atau ke tempat pengolahan sampah

terpadu.

22･耽mpat Pengolahan S劃pah deng紬　p正nsip　3R yang

sela可utnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakamya

kegiatan pengumpulan, pemilahan, pen籠unaan ulang, dan

pendauran ulang skala kawasan.

23･ Pengangkutan Sampan adalah ke痩atan membawa sampah

dah sumber dan/a屯u da正　tempat penampungan sampah

sementara atau da正　tempat pengolahan sampah dengan

p正nsip　3R atau da正　tempat pengelola狐　sampah terpadu

men可u ke tempat pemrosesan akhir.

24. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik,

komposisi dan/atau jumlah sampah.

25. Pemrosesan Akhir sampah ad粗ah proses pengemb瓢i紬

sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke

media lingkungan secara aman.

26. Tempat Penampungan Sementara yang sela可utnya disingkat

TPS adalah te皿pat sebelum sampah diangkut ke tempat

pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan

sampah te町adu.

27.Tempat Pengolahan Sampah　て七rpadu yang sela可utnya

disingkat TPST adalah tempat dilaksanakan叫ya kegiatan

pengumpulan, pemilahan, pengguna紬　ulang, pendaur劃

ulang, pengolah紬　da皿pemrosesan akhir.

28. Texpat...



28. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA

adalah tempat untuk memproses dan mengembahikan sampah

ke media lingkungan･

29･打asar紬a Pers劃pah紬y紬g sela可u血ya disebut打asar紬a

ad瓢ah魚sil血s dasar y劃g dapat menu可紬g te血ks紬紬ya

kegia屯n penanganan s劃pah.

30･ Sar狐a Pers紬p血an yang sela垂utnya disebut S紬ana adal血

peralat紬　y紬g dapat diper糾nak紬　dalam kegiat紬

penanganan s狐pah.

31. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang

y紬g men籠unak紬kemas紬, mendis血busik紬bar紬g yang

men籠unak紬kemasan d紬berasal da轟impor, a屯u me両ual

barang deng狐men幾unakan wadah y紬g ddak dapat atau

sulit terural oleh proses alam.

32･ Or紬g adaぬh or紬g perseor紬g劃, kelompok or紬g dan/atau

badan hukum.

33. Masyarakat adalah perorangan atau kelompok orang atau

badan usaha atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

34.Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan

peme正ntahan bidang pers劃pahan.

35･Pelaku us血a adal血　elaku usaha adal血　se血p or孤g

perseorangan atau badan usaha, balk yang berbentuk badan

hukum maupun buk紬badan hukum y紬g didi轟kan din

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah

hukum neg紬a Republik重ndonesia, baik sendiri maupun

bersama-sana melalui per]anjian menyelenggarakan kegiatan

usaha dalam berbagal bidang ekonomi.

36･ Pengolahan lindi adalah pengolahan atas limbah cair dan

suatu tempat penimbunan s劃pah padat atau air rembesan

da轟hasil dekomposisi sampah padat yang健rakumulasi pada

suatu timbunan sampah yang mengandung sejumlah 2at-zat

貼mia beracun, bakteh pa血ogen, senyawa org狐ik din

konstituen laimya yang terl紬ut d狐tersuspensi di dal劃

tanah.

BAB重工

ASAS, TUJUAN DAN RUANG L工NGKUP

Pasal 2

Pengelolaan s劃pah dilaksanakan berdasarkan :

a･ asas tangg叫ng｣awab;

b･ asas berkela可u屯n;

c. asas manぬat;

d. asas keadilan;

e. asas kesadaran;

I. asas kebers劃aan;

g･ asas kesela皿a血n;

h. asas keamanan; dan

i. asas nilai ekonomi.

Pusa!3...



Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk :

a･ mew可udkan l血gkungan yang sehat dan bersih dad s劃pah;

b･ me叩aga kelesta正紬血ngsi Hngkung紬hidup dan me叫aga

kesehatan masyarakat;

c･ meningka此an kapasitas pengetahuan dan pe正laku

masyarakat dalan mengurangi dan/atau menangani sampah;

d. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha

un血k secara ak血f men糾ran産d劃/atau menangani sampah

yang berwawasan lingkungan;

e. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai

ekonomis; dan

f. mewujudkan kinelja pelayanan campah yang efektif dan

e鱒sien.

Pasal 4

Ruang lingkup Peratu剛Daerah ini, me虹pu也:

a･ Tugas dan wewenang;

b. Hak dan kewajiban;

c･ Penyelengg紬aan pengelolaan sampah;

d･ Penutupan atau rehabilitasi Tin;

e. Pe正乞inan;

f. Pembiayaan dan kompensasi;

g･ Insentif d紬disinsent垂

h･ Keヰa sama dan kemi血aan;

i･ Peran masyarakat;

j. Pengaduan;

k･ Pembinaan dan pengawasan;

1･ Larangan;

m･ Ketentuan pe叫yidikan; dan

n. sanksi

BAB1I工

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tu8as

Pasal 5

Peme正ntah Daerah be正ugas me叩a皿重n terselen籠aranya

Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan l血gkungan

sesuai dengan t可uan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

melipu寄:

a･ menumbuh kembangkan dan meningka此an kesad紬an

masyarakat dan pelaku usaha dalan pengelolaan租mpah;

b. melakukan penelitian pengembangan teknologi

pengurangan dan penanganan sampah;

c. me′7王佃sil!’tasi...



c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya

pengurangan dan penanganan sampah;

d. melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi

penyedia紬s紬紬a d紬pras紬劃a Pengelola紬Samp血;

e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat

hasil Pengolahan Sampah;

f. mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi

Pengolahan Sampah yang berkembang pada masyarakat

untuk men糾rangi dan/atau menangani s劃pah; dan

g･ melakuk紬k○○rdinasi ant紬1embaga peme正nt血daerah,

1embaga pengelola sampah, masy紬akat, dan dunia usaha

ag紬terdapat kete叩adu紬dal劃Pengelola紬Samp血

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 7

( 1 ) Dalam　　皿enyelen幾組ak紬　　Pengelo工a紬　　Sampah,

Peme正ntah Daer血mempunyai kewen紬g紬melipu血:

a･ mene屯pkan keb担k紬d紬strategi pengelola紬s劃p血

berdasarkan kebijakan nasional dan provmsi;

b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala daerah

sesuai dengan noma, stand紬, prosedur, dan kriteria

yang ditetapkan oleh Peme正ntah;

c･ melakuk紬　pembinaan d紬　pengawasan kine重ja

pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;

d･ menetapkan lokasi tempat penampung紬　sementara,

tempat pengolahan s劃pah te町adu, dan/atau tempat

pemrosesan akhir sampah; dan

e･ menyusun dan menyelen籠arakan sistem tan盤ap

!器uernaigan蓄el°laan sampah sesuar dengan

(2) Penetap紬1okasi　岬ST dan TPA samp血　sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dad

rencana tata mang wilayah daerah sesua王dengan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 8

Ke坤akan dan s廿ategi Pemehntah Daerah dalam pengelolaan

sampah sebagaim狐a dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) humf a

ditetapkan dengan Peraturan Wali Ko屯.

Pas瓢9

(1) Peme正ntah Daerah selain menetapkan ke囲akan d紬s血ategi

sebagaimana dimaksud dalan Pasal 7 ayat (1) huruf a, juga

menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan

pengelolaan sampah rumah tangga dan campah sejems

sampah rumah tangga.

/2/ Rencanα...



(2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memuat :

a･ pembatasan血mbulan sampah;

b･ pendauran ulang s劃pah;

c･ pemanぬatan kembali sampah;

d･ pemilaha皿sampah;

e･ pengumpulan s劃pah;

f･ pengangku屯n sampah;

g･ pengolahan s劃pah;

h･ pemrosesan akhir sampah; dan

i. pendmaan.

(3)護詳n fEdn謹k jsib譜mwa諾u謹i#gs*di畳diao (asye:tutu(i)

BAB量V

HAK DAN KEWAJ重BAN

Bagi紬Kesatu

Hak

Pasal 10

(1) Dalam Pengelolaan S紬p血, se寄ap Orang berhak :

a. mendapatkan pelayanan dalan Pengelolaan Sanpah

sec紺a balk dan beⅣawas狐lingkungan da轟Pemehntah

Daerah, dan/atau pihak lain yang dibe正tan銀狐ng jawab

untuk itu;

b･ be叩a血sipasi d瓢a血　proses pengambilan keputusan,

penyelen籠araan dan pengawasan di bidang Pengelolaan

S ampah ;

c･ memperoleh inめmasi y狐g ben紬, akurat, dan tepat

waktu mengenai Penyelen綬aman Pengelolaan Sampah;

d･ memperoleh pembina紬　ag紬　dapat melaksanakan

Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan

lingkungan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan

W粗i Kota.

Bagian Kedua

Kewaj iban

Pasal11

( 1) Dalam pengelolaan sanpah, setiap orang wajib :

a. mengurangi dan menangani sanpah dengan cara yang

berwawasan lingkung紬; dan

b･ me垂aga kebersihan di lingkungan se貼tamya.

/2l棚eγ凹肌ong’...



(2) Mengurangi d狐men狐gani s劃pah sebagaimana dimaksud

きりat (1) bumf a dilakukan dengan c紬a :

a･ turut ak心f dalam pengurangan dan penanganan sampah;

b･ menyiapk紬　pewadahan sampah sesuai dengan

peraturan/stand紬　tempat sampah yang berwawasan

lingku ngan ;

c. menggunakan bahan yang dapat di daur ulang dan/atau

mudah diurai oleh proses alam;

d･ menyediakan wadah sampah terpilah pada setiap angku屯n

umum, kendaraan p轟badi,ぬs址血s umum,　ぬsili屯s

sosial, perkantoran, perusahaan, dan pusat perbelanjaan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal12

Penyelenggaraan pengelolaan sanpah berupa pengelolaan

sampan rumah t紬籠a dan sa皿pah s句ems samp租h rumah

tangga, yang terdi轟atas :

a･ pengur紬gan sampah;

b･ penanganan sampah.

Bagian Kesatu

Pengurangan Sampah

Pas瓢13

(1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

12　huruf a, meliputi kegiatan :

a･ pemba屯s紬也mbulan s紬pah;

b･ pendauran ulang sampah; din

c･ peman魚atan kemb瓢i sampah.

(2) Pengurangan sanpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan deng紬cara :

a･ men幾unakan bahan yang dapat digunakan ul紬g,

bahan yang dapat didaur ulang, dan/a血u bahan y紬g

mudah diurai oleh proses alam; dan

b･ mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dad

produk dan/atau kemas紬yang sudah digunakan untuk

didaur ul紬g dan/atau digunak紬ulang.

(3) Pelaksanaan pengu則gan s劃pah dapat d虹akukan mulai di

tingkat rumah tan悠a, kelurahan, kecamatan, bank sa皿pah,

dan TPS 3R.

(4) Pelaksanaan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dan pembagian perannya dilakukan

berdasarkan rantai layanan pengelolaan sanpah Kota

Sibolga yang diatur lebih la可ut dalam Peraturan W瓢i Kota.

脇sa! ｣4…



Pas瓢14

Dalam usaha pengurangan sampah, Pemehntah Daerah

melakukan kegiatan :

a･ pem紬屯uan dan supeⅣisi pelaksanaan rencana

pemanぬatan bahan produksi ramah lingkungan oleh

produ sen ;

b. fasilitasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan

dan mem紬ぬa此an hasil daur ul紬g, pemasaran hasil produk

daur ulang, dan guna ulang sampah; din

c. pembinaan dan pengaturan terhadap upaya

pen即rangan s劃pah temasuk d瓢am penyelengg紬aan

acara/event te正entu di ruang publik.

Pasal 15

(1) Pembina紬　d紬　pengatur紬　dalam penyelen誌紬a狐

acara/event sebagaim紬a dimaksud dal劃Pasal 14 humf c,

dilaksanakan dengan :

a. koordinasi antara penyelenggara acara dengan Pemerintah

setempat ;

b･ meminぬ　pe吋elen幾ara ac紬a mendukung program

pengelolaan sampah dengan menyampaikan pesan terkait

kamp劃ye lingkungan; a屯u

c. mengarahkan penyelenggara acara untuk menggunakan

bahan yang dapat digunakan kemb粗i.

(2) K○○rdinasi dengan pemehnt血　setempat sebagaim紬a

dimaksud pada ayat (1) meliputi renc紬a penyelen幾組a紬

acara, pewadahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah.

Bagian Kedua

Penangan劃Sampah

Pasal 16

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

huruf b, meliputi :

a. pemilahan;

b. pengumpulan;

c･ pengangkutan;

d. pengolahan; dan

e･ pemrosesan akhir sampah.

Pasal17

(1) Pemilahan sanpah sebagaimana dimaksud dalan Pasal 16

huruf a, dilakukan oleh :

a･ se血ap orang pada sumbemya;

b･ pengelola kawas紬　pe調u虹man, kawasan komersial,

kawasan khusus,ぬsili屯s umum,ぬsili屯s sosial dan

ぬsilitas lainnya; dan

c. Peme正ntah Daerah.
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(2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakuk紬melalui keg血an pengelompok紬samp血me垂adi

paling sed亜t 5 (lima) jenis sampah yang terdih a屯s :

a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun

serta limbah bahan berbahaya dan beracun;

b･ Sampah y紬g mudah temrai;

c･ Sa皿pah yang dapat digunakan kemb瓢i;

d･ Sampah yang dapat didaur ulang; dan

e･ Sampan lainnya.

(3) Sampah yang mengandung bahan berbahaya sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, ant紬a lain :

a･ kemasan obat serangga;

b. kemasan o哩

c･ kemasan obat-obatan;

d･ obat○○batan kad瓢uw紬sa;

e･ per瓢atan list正k; dan

f. peralatan elektronik rumah tangga serta yang sejems.

(4) Sanpah yang mengandung bahan berbahaya sebagaimana

dimaksud pada ayat (3)宜dak te調asuk limbah medis

dan/atau limbah 83 yang terdapat pada fasilitas layanan

kesehatan dan rumah sakit.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai limbah bahan berbahaya dan

beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan

sesuai ketentuan pemndang-undangan yang mengatur

mengenai limbah medis dan/atau limbah臼3.

(6) Sanpah yang mudah terurai sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b, antara lain:

a･ S劃pah yang berasal dad tumbuhan;

b･ hewan; dan/a屯u

c･ bagi紬yang dapat temrai oleh makhluk hidup lain吋a

dan/atau mikroorganisme seperti sampah makanan dan

serasa, serta yang sejems.

(7) Samp血　yang dapat di即nak紬　kembali sebagaim紬a

dimaksud pada ayat (2) humf c, meⅢpak紬sampah yang

dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan

antara lain kertas kardus, botol minuman, dan kaleng, serta

yang sejenis.

(8) Sampah yang dapat didaur ul紬g sebagaim紬a dimaksud pada

ayat (2) huruf d, merupakan sanpah yang dapat dimanfaatkan

kembali setelah melalui proses pengolahan劃ぬ宣･a lain sisa

kain, plas仕k, ke轟as, dan kaca.

(9) Sanpah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e,

merupakan residu, serta yang sejenls.

Pasa! J8...



Pasal18

(1) Se仕ap orang dan/atau rumah t紬鍵a h紬us melakukan

pemilahan sampah pada sumbemya.

(2) Dalam rangka pemilahan sampah, setiap mmah tangga
menyediak紬　wadah sampah sesu紬｣ems sampah yang

d ihasilkan.

(3) Wadah srampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
memenuhi persy紬atan dan k轟teha sebagai behkut :

a･寄dak mudah rusak dan kedap air;

b･ ekonomis dan mudah dipe調leh;

c･ mudah dikosongkan;

d･ apabila berbentuk k紬tong terbuat da正b心細yang dapat

di daur ulang; dan

e･ dibedakan dengan wama atau simbol, sesu叩ems samp血.

(4〉 Apabila terdapat rumah t紬総a y紬g ddak mampu

menyediakan wadah sampah, penyediaan wadah sanpah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disediakan oleh

Peme轟ntah Daerah.

Pasal19

(1)托ngelola kawas紬　pemu虻man, kawasan komersi瓢,

kawasan indus血, kawasan血usus,ぬsilitas umum,ぬsilitas

sosial, danぬsi賞itas lainnya d瓢am melakukan pemilah劃

sampah wajib menyediakan sarana pemilahan dan

pewadahan sampah sk狐a kawas紬.

(2) Pemehntah Daer血menyediak紬sar紬a pemil血紬samp血

skala Daerah.

(3) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) harus menggunakan sarana yang memenuhi

persyaratan :

a･ jumlah s紺ana sesu糾｣ems pengelompokan sampah;

b･ dibe正label atau tanda; dan

c. bahan, bentuk, dan wama wadah.

Pasal 20

(1) Penempat紬　s狐紬a pemilah紬　d紬　pewadah紬　sampah

skala kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat

( 1 〉, dite皿patkan berdasarkan :

a･ volume sampah;

b･ jenis sampah dan sぬt s劃pah;

c･ jadwal pengumpul紬;

d･ jenis s紬ana pengumpulan d紬pengangkutan; dan

e. jumlah sarana sesua=ems pengelompokan sampah.

(2) Sarana pemilahan dan pewadahan s-pah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), haLrus menggunakan penutup dan

dibe正label atau tanda se虹a memenuhi stand紬wadah

sampah.
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(3) Ketentuan mengenal standar wadah sampah sebagalmana

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan

pe輪tur紬pemnd紬g-und紬g紬.

Pasal21

(1) Pen糾mpul紬s劃pah seba如mana dimaksud dal劃Pasal 16

huruf b, dilakukan mela工u土kegiat紬peng劃bilan dan

pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS 3R atau
TPST.

(2) Dalam melakukan pengambilan dan pemindahan sampah

sebagaim紬a dimaksud pada ayat (1) hams memperha仕k紬

pemil血紬s紬p血sesu紬｣ems sampれ

Pas瓢22

(1) Pengumpulan sampah sebagalmana dimaksud dalam Pasal

21 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a･ s劃pah peror紬g紬dan/atau rum血　t紬籠a me可adi

tanggung jawab Pe皿e轟ntah Daemh; dan

b. sanpah pada kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

19 ayat (1) menjadi tanggung jawab pengelola kawasan

tersebut.

(2) Penyediaan　鎚rana pengumpulan sampan ruman

perorangan dan/atau rumah tangga sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a menjadi tanggungjawab Pemehntah
Daerah.

(3) Penyediaan carana pengumpulan s-pah pada kawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi

tanggung jawab pengelola kawasan.

Pasal 23

(1) Sebagai upaya mendukung kegiatan pengumpulan sanpah,

diatur jadwal pengumpulan sampah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenal jadwal pengumpulan sampah

sebagai皿ana dimaksud pada ayat ( 1) diatur d血am Peraturan

Wali Kota.

Pas瓢24

(1) Se也ap pengelola kawasan pe皿u瞳man,　kawasan

komersial, kawasan khusus,ぬsilit嵐s umum,　ぬsili屯s

sosi瓢,　dan　　ぬsili屯s lainnya dalam melakukan

pengumpulan sampah wajib menyediakan TPS　3R

dan/a屯u sarana pengumpulan sampah.

/2) Sa調ria...



(2) Sarana pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dapat berupa :

a. gerobak; atau

b. Kendaraan bemotor.

(3) Pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dalam

menyediakan TPS 3R skala kawasan wajib memenuhi kriteria

sesuai dengan ketentu紬peraturan pemndang-undangan.

Pasal 25

(1) Dalam melakukan pengangkutan sanpah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal ⊥6 huruf c, dilakukan da瓦TPS 3R ke

TPST din/atau ke T恥sampah yang telah dipi工ah atau

pewadahan債dak boleh dicampur･

(2) D瓢am h粗　terdapat sampah yang meng紬dung bahan

berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan

beracun, pengangkutan sampah tersebut sesuai ketentuan

peratur紬pemndang-undang紬.

Pasal 26

(1) Pengangkutan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1),

dilakukan oleh王℃mehntah Daerah.

(2) Peme轟nt血daerah dalam melakuk紬pengangkut紬sampah

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib :

a･ menyediakan alat angkut sampah temasuk untuk sampah

telpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan

b･ melakuk劃pengangkutan s劃pah dad TPS 3R ke TPST

dan/atau Tin.

(3) Ketentuan lebih la可ut mengenai jadwal peng紬gkut紬s劃p血

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur d瓢am Peraturan

Wali Kota.

Pasal 27

Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud d瓢am Pas瓢16

huⅢf d dilakukan di TPS 3R, TPST dan/a屯u TPA.

Pas∈轟28

(1〉 Kegiat紬pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 dilakukan dengan c紬a sebaga土behkut :

a. pemadatan;

b･ pengompos孤;

c･ daur ulang match;

d. daur ulang energi; dan/atau

e･ pengo量ah紬　sampah laimya dengan teknologi ramah

lingkungan.
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(2) Pengolahan sampah sebagalmana dimaksud pada ayat (1)

dilakuk紬　oleh Peme正nt血　Daer血, or紬g perseor紬g紬,

kelompok or紬g d紬/atau badan hukum d紬　pengelola

kawasan.

Pasal 29

(1) Pengolahan sanpah di TPS 3R sebagalmana dimaksud dalam

Pas弧27, terdapat di:

a･ Kecamatan/Kelurahan;

b. kawa鍋m pemukiman, kawas紬komersial, dan kawasan

khusus.

(2) Pengolahan sampah di TPST sebagaim紬a dimaksud dal劃

Pasal 27 terdapat di Kota.

(3) Pengolah紬　samp血　di評S　3R kawas紬　seba如mana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan oleh

penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan.

(4) Pengol血紬samp血di TPS 3R sebagaim紬a dimaksud pada

ayat　(2),　dapat dike寄asamakan dan/atau dapat

diselenggarakan oleh badan usaha di bidang kebersihan atau

persampahan di bawah pembinaan dan pengawas紬

Peme正ntah Daerah.

(5) Penyediaan lahan TPS 3R di Kecamat紬/Kelurahan dan ･ⅢST

di Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat

(2) me可adi t紬終ung jawab Peme正nt血Daer血dan dapat

dikeljasamakan dengan pelaku usaha, masyarakat dan/atau

badan usaha dibidang kebersihan atau pers劃pahan.

Pasal 30

(1) Lokasi TPS 3R dan TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal

29 ayat (1) dan (2), ditetapkan oleh Wali Kota.

(2) Wali Koぬd瓢劃menetapkan lokasi TPS 3R d狐TPST hams

memperhatikan rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasa工31

(1) Pengolahan s劃pah di TPS 3R dan TPST haⅢs memenuhi

persyaratan teknis dan standar pras鉦ana dan sarana

pengolahan s劃pah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan

standar prasarana dan arana pengolahan掛mpah di TPS 3R

dan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pas血32

(1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam

Pas瓢16 humfe, dilakuk紬di TPA.
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(2) Pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan untuk mengembalikan sampan dan/atau residu

hasil pengol血紬　sebelumnya ke media lingkungan secara

aman.

(3) Pem調sesan a皿ir sampah dilakukan oleh Peme正ntah

Daerah dengan menggunakan metode :

a･ lahan urug terkend弧i;

b･ lahan urug sanitasi; dan/atau

c･ penggunaan teknologi ramah lingkungan.

Pasal 33

Pemrosesan akhir campah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

dilakukan di TPA, melipu也kegia屯n :

a. penimbunan/pemadatan;

b･ penutupan ta皿ah;

c･ pengolahan lindi; din

d･ penanganan gas･

Pasal 34

Pemrosesan akhir sampan di TPA sebagaimana dimaksud d瓢am

Pasal 32 h紬us memperha也kan :

a･ Sampah yang boleh masuk ke皿adalah sampah mmah

tan総a, sampan s匂enis sampah rumah tan籠a, dan購sidu;

b･ Limbah yang dilarang diumg di TPA melipu竜:

1) 1imb祖cair yang berasal dah k埴at紬mm血屯n総a;

2) limbah yang berkateg〇五bahan berbahaya dan beracun

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3) limbah medis dad pelayanan kesehatan.

c. Residu sebagalmana dimaksud pada huruf a tidak

berkateg〇五　　bahan berbahaya dan beracun a血u

mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;

d･ Dalam hal te血apat sampah yang berkateg〇五　bahan

berbahaya dan beracun atau mengandung limbah bahan

berbahaya dan beracun di TPA maupun yang dilarang diurug

di TPA h紺us disimpan di tempat penyimpanan sement紬a

sesuai dengan ketentuan peraturan perund劃gan mengenai

pengelolaan li皿bah bahan berbahaya dan beracun; dan

e･ Dil甜ang melakukan kegiatan petemakan di TPA.

BAB VI

pENUTu払N A皿u REHABIH皿s工T弘

Pas粗35

(1) Apabila TPA tidak dioperasikan sesual dengan persyaratan

teknis, harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.
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(2) Penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sanpah

dilakukan mel瓢ui tahap紬　perencanaan, pe皿bangunan,

pengoperasian dan pemeliharaan.

(3〉 Pembangunan　ぬsili屯s pengolahan dan pemrosesan akhir

melipu轟kegiatan konstruksi, supeⅣisi, dan可i c○ba.

Pasal 36

(1) Penutupan TPA dapat dilakukan j並a memenuhi k正te正a

sepe巾i:

a. TPA telah penuh dan也dak mungkin diperluas;

b. Keberadaan 'I甲A sudah tidak sesuai lagi dengan

RTRW/ RTRK kota/ kabupaten; dan/ atau

c. dioperas並an dengan cara penimbunan terbuka.

(2) Rehabilitasi Tin　dapat dilakukan jika memenuhi k正teria

sepe巾i :

a. TPA telah menimbulkan mas血ah lingkungan;

b. TPA yang meng血ami bencana健也pi masih layak secara

teknis;

c. TPA dioperasikan dengan cara penimbunan terbuka;

d. Peme正ntah kota masih sulit　皿endapatkan calon lahan

penge皿bangan TPA baru;

e. kondisi皿　masih memung虹nkan untuk direhabilitasi,

baik皿elalui proses penambangan kompos terlebih dahulu

atau langsung digunakan kemb血i;

f. TPA masih dapat dioperas址an dala皿jangka waktu paling

sedi瞳t 5 tahun dan atau memili閣1uas lebih da轟1 Ha;

9. Iokasi '量PA memenuhi ketentuan teknis pemilihan lokasi

TPA;

h. peruntukan lahan TPA sesuai dengan rencana peruntukan

kawasan dan Rencana Tata Ruang Wilayah/Kota

(RTRW/K); dan

i. kondisi sosi瓢　dan ekonomi masyarakat se虻tar lokasi

mendukung.

(3) Dal劃hal menentukan '重曹A ak弧ditutup aぬu direhabilitasi

didasarkan atas hasil penilaian indeks hsiko.

BAB V重I

PER量Z工NAN

Pasal 37

(1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan

sampah wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
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(2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

melipud :

a･ pendaumlang紬s劃pah/pengolahan sampah;

b･ pengangkutan sampah; dan

c･ pemroses劃akhir sampah.

(3)工zin pendaurul紬g紬　Sampah/pengolah紬　Samp血　d紬

pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) huruf a, d紬huruf c, berlaku selama 5 (lima) t血un d紬

dapat dipe中a叩ang･

(4)工zin pengangku屯n Sampah sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) huruf b, berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat

diperpa可ang.

(5) Dalam hal izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan

ayat (4) tidak diperpanjang, maka izin tersebut secara

otoma仕s心dak berlaku lagi･

Pasal 38

(1) Untuk mendapatkan izin usaha pengelolaan sampah

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 37　ayat (1), setiap

Orang harus mengajukan pemohonan secara tertulis kepada

Wali Kota.

(2) Pemohonan izin pengelolaan sampah harus memenuhi

persyaratan adminis血asi dan teknis.

(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), yaitu :

a･ data ak屯pendi正an pemsahaan;

b･ nama penan幾世ng ｣awab kegiatan;

c. nana, alamat dan bidang usaha dan/atau kegiatan

pemsahaan ;

d･ nomor telepon pemsahaan;

e･ wa貼I perusaha紬yang dapat dihubungi; dan

f. sertifikat kompetensi dan/atau serti触at pelatihan.

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :

a. kesesuaian tata ruang;

b･ jenis dan k紬akte轟s也k sampah yang akan diolah;

c･ rencana pengelolaan limbah cair dan/aぬu padat;

d･ penan籠ulangan d紬urat; dan

e･ ketersediaan sumber d争ya manusia.

(5) Untuk kegiatan pengelolaan y紬g w郵b Amdal a屯u UKL葛UPL

pemohon紬izin hams dilengkapi deng紬　Perse叫uan

lingku ngan.
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(6) Keputus紬mengenai pembe轟an izin pengelola紬samp血

diumumkan kepada masyarakat.

(7) Ketentuan lebih la可ut mengenai ta屯cara pembe轟紬班n

pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur d瓢劃Pemturan Wall Kota.

BAB VH工

LEMBAGA pENGE関脇

Pasal 39

(1) Dalan penyelenggaraan pengelolaan s-pah, Pemerintah
Daer血dapat membentuk le皿baga pengelola Sampah.

(2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana yang dimaksud

pada ayat (1) dapat dibentuk pada :

a. kelurahan;

b. kecamatan;

c･ kawasan komersil;

d･ kawasan indus廿i;

e･ぬsili屯s umum;

f. fasilitas sosial; atau

g･ぬsili屯s lainnya.

(3)Pembentuk紬　Iembaga pengelola Samp血　pada

ぬsilitas lainnya sebagaim紬a dimaksud pada ayat (2) huruf

g dilakukan sesuai kebutuhan.

(4) Ketentu狐1ebih la垂ut mengenai pembentuk紬,日向ke垂

dan tugas lembaga pengelola Sampah diatur dal劃Peraturan

Wali Kota.

BABIX

PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Ba由an Kesatu

Pembiayaan

Pasal 40

( 1) Pembiayaan pengelolaan sampah dapat bersumber dari :

a･ an綬紬an pendapatan dan bela可a daerah; dan

b･ sumber lain yang sah dan血dak men由kat.

(2) Sumber pembiayaan lainnya yang sah sebagalmana dimaksud

pada ayat (1) hurufb, dapat berupa :

a. hibah;

b･ p垂aman; dan/atau

c. investasi badan usaha.

BqgわれKedz,a...



Bagian Kedua

Kompen sasi

Pasal41

(1) Kompensasi mempakan pembe正an i皿balan din/atau rugi

kepada orang perseorangan, kelompok orang dan/a屯u badan

hukum, yang terkena dampak negatif yang di心mbulkan oleh

kegiatan penanganan sampah di TPA.

(2) Pemerintah Daerah wajib memberikan kompensasi sebagai

a地bat dampak nega償　yang di竜mbulkan oleh ke由a屯n

pemerosesan akhir sampah.

(3) kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berbentuk :

a. relokasi penduduk;

b. pemulihan kualitas lingkungan;

c. biaya kesehatan dan pengobatan;

d. penyediaanぬsilitas s狐itasi dan kesehatan; din/a血u

e. kompen組si dalan bentuk lain.

(4) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dianggarkan dalam an籠aran pendapatan dan bela可a daerah.

BABX

INSENT重F DAN D工S工NSENTIF

Pasal 42

(1) Peme正ntah Daerah dapat membehkan insen也f pada se也ap

lembaga, pelaku usaha, perse○剛gan yang melakukan

penqurangan dan/atau pengolahan sanpah berupa :
a.賞novasi terbaik dalam pengelolaan sampah;

b. pelaporan atas pel紬ggaran terhadap larangan;

c. pengurangan亀mbulan sa皿pah; dan/atau

d. te轟ib penanganan sampah.

(2)工nsen蘭dibehkan kepada :

a. Iembaga dan perseorangan; dan/atau

b. badan usaha.

(3) Insen心f sebagaimana dimaksud pada ayat (2) humf a, dapat

be調pa:

a. Pe皿be正an penghargaan;

b. Pembe轟an subsidi; dan/atau

c. ke正nganan dan/aぬu pengurangan騰t正busi.

(4) Insen蘭sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, be｢upa :

a. pembe正an penghargaan;

b. pembehan kemudahan perizinan dalan pengelolaan

s劃pah ;

c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam

kurun waktu te轟entu;

d. penye巾aan modal daerah; dan/atau

e. pembe正an subsidi.

脇sαi 43…



Pasal 43

(1) Peme正n屯h Daerah dapat membe正kan disinsentif kepada

setiap orang yang melakukan :

a･ pelangg紬紬terhadap larangan; dan/atau

b･ pelanggaran te轟ib penangan紬sampah.

(2) Desinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibe正kan

kepada :

a. Iembaga dan perseorangan; din

b. badan usaha.

(3) Disinsen也f sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

berupa:

a･ penghen仕an subsidi; dan/atau

b･ denda d粗劃bentuk uang/bamng力asa.

(4) Disinsen髄sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

bempa:

a. penghen廿an subsidi;

b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi

daerah; dan/atau

c･ denda dalam bentuk uang/b紬ang力asa.

(5) Ketentuan lebih la巾ut mengenai bentuk dan tata c紬a

pembe正an insen償　dan/atau disinsen龍　sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) diatur d粗am Peraturan W孤iko屯.

BABXI

KERJA SAMA DAN KEM工TRAAN

Pasal 44

(1) Peme正ntah Daerah dapat melakukan ke寄a sama　狐t紬

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan

sampah.

(2) Lingkup kelja sana antar Pemerintah Daera血　dalam

pengelolaan sampah mencakup :

a･ penyediaan/pembangunan Tin;

b. penyedia紬prasarana dan sarana皿;

c･ pengangkutan sampah da正TPS/TPST ke皿;

d. pengelolaan TPA; dan/a屯u

e･ pengelolaan sampah me可adi produk laimya y紬g ramah

lingku ngan.

(3) Bentuk dan pola ke寄a sama ant紬　daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dituangk孤d血a皿bentuk pe寄a可ian

kelja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pas瓢45

(1) Pemehn屯h Daerah dapat bemitra dengan badan

usaha pengelolaan sampah.

/2/ Lt’ng励p...



(2) Lingkup kelja組ma bidang pengelolaan sanpah dapat berupa :

a･ pemba屯san仕mbulan sampah;

b･ pendauran ulang sampah;

c･ pemanぬa屯n kembali sampah;

d･ pe皿ilahan sampah;

e･ pengumpul紬sampah;

f･ pengangkutan sampah;

g･ pengolahan sampah; dan

h･ pe皿roses弧akhir sampah･

(3) Ke車asama dalam kegiatan pemrosesan akhir s劃pah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, dapat berupa :

a･ penyedia紬/pembangunan TPA;

b･ sarana dan prasarana皿;

c. pengangkutan sanpah dari TPS3R/TPST ke TPA;

d. pengelolaan TPA;

e･ pengolahan sampah me可adi produk lainnya yang r劃ah

lingkungan; dan/atau

f. pengolahan sampah menjadi produk berdaya guna, bemilai

ekonomis dan sumber energi･

Pasal 46

(1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalan Pasal 45 ayat (1)

dituangkan d瓢am bentuk pe寄a可ian ke竜asama anぬra

peme正ntah daerah deng紬badan usaha.

(2)粗略c紬a pel繍ks孤aan kemi血a劃　sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Pas粗47

(1) Pengelolaan組mpah bahan berbahaya dan beracun yang

bukan temasuk sampah mmah tan総a, sepe正i limbah medis

dan/atau limbah 83 padaぬsilitas layan紬kesehatan dan

rumah sakit dapat dilakukan kelja組ma dengan pemerintah

daerah lain atau kemitraan dengan badan usaha atau pihak

ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2) Kelja s-a pengelolaan dengan kemitraan sebagalmana
dimaksud pada ayat ( 1) diutanakan dengan badan usaha atau

pihak ketiga dengan jarak terdekat dan/ atau berbasis wilayah

untuk mencegah dan meminima址an resiko kesehatan dan

pencemaran lingkungan.

(3) Lingkup Kelja sama pengelol- sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan pada kegiatan pengangkutan,

pengumpulan, pemanfaatan, dan pengolahan limbah medis

dan/atau limbah 83.

脅/ SeJa!.7i...



(4) Selain lingkup keH’a sana sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), kelja sama dengan badan usaha atau pihak ketiga juga
dilakukan pada pengelolaan TPA limbah medis/1imbah 83.

(5〉 Badan usaha a屯u pihak ke心ga yang beke巾a s劃a dengan

Daerah harus memiliki izin pengelolaan limbah medis

dan/atau limbah 83 dan manifest serta telah memiliki AMDAL

untuk menyelen綬紅akan pengelolaan limbah medis dan/atau

limbah　83　bagi layan劃　Kesehatan yang　也clak memiliki

lns屯1asi pengolahan limbah medis dan/atau limbah 83.

BAB XII

pERAN MAsyARA恥T

Pasal 48

(1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengelolaan sampah
dengan cara :

a･ meningka庇an kemampuan, kemand亜an, keberdayaan dan

kemitraan dalam pengelolaan sampah;

b. menumbuh kembangkan kepeloporan masyarakat dalan

pengolah狐sa皿pah ;

c. meningkatkan ketanggap daruratan atau tindakan yang

sぬ血ya gawat dam輪t dalam pengolahan sampah, sepe轟i

te寄adi kebak紬an TPS　3R, TPST atau TPA yang

membahayakan ;

d･ menyamp証kan inめ調asi, laporan, pe皿gadu劃, sa重a皿

dan/atau kritik yang berkaitan dengan pengelolaan

sampah; dan

e･ pembe正an pendidikan dan pela伍han, k劃panye dan

pendanpingan oleh kelompok masyarakat kepada angota

masyarakat dalan pengelolaan sanpch untuk mengubch

perilarfu anggota masyarakat.

(2) Pelaku usaha dapat berperan ak也f d粗am kegiatan

pengolahan sanpah melalui kegiatan:

a. penyediaan dan/atau pengembangan te血ologi pengolahan

sampah ;

b. bantu紬pmsarana dan sarana;

c. bantuan血ovasi teknologi pengolahan sampah; dan

d. pembinaan pengolahan sanpah kepada masyarakat.

BAB X工工I

PENGADUAN

Pasal 49

(1) Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau

mende血ta keru鏡an akibat dampak nega竜f yang ditimbu膿an

dala皿　kegiaぬn pengelolaan sampan dan/a屯u perbuatan

larangan dalam perda ini dapat menyampaikan pengaduan

kepada Wali Kota melalui Lurah, Carat dan/atau Kepala

Perangkat Daerah.

/2/ Pe｢喝adLia7t...



Pasal51

(1) Peme正ntah Daerah melakukan pengawas紬　pelaksanaan

pengelolaan sampah dengan cara :

a. pemantauan;

b. pengendali狐; atau

c. ev血uasi.

(2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelola紬

sampah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)皿elipu心:

a. pengurangan sampan;

b. pen孤ganan sampah;

c. pelaksanaan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran

lingkungan hidup akibat kegiatan penanganan sanpah;

d. pelaks孤a紬　pemulihan　血ngsi l血gkungan hidup a貼bat

kecelakaan dan pencemaran lingkungan dari kegiatan

penanganan sampah.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh Dinas.

(4) Dalam rangka peningkatan layanan dan pengawasan

pelaksanaan pengelolaan sanpah,　Pemerintah Daerah

menge皿bangk紬Sistem Data dan量nめmasi Persampahan.

BABXV

払RAN CAN

Pas瓢52

Se也ap orang a岨u Kelompok orang dan/a岨u bad紬　usaha

dilaran昌:

a. membuang sampah也dak pada tempat yang telah ditentukan

dan disediakan;

b. me皿buang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya

disaluran air atau selokan, sungal, got, laut, jalan, bern (bahu

jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan

tempat-tempat lainnya yang bukan皿empakan tempat

pembuangan sampah ;

c. membuang sampah da正　kendaraan D血as, phbadi a屯u

angkutan umum;

d. membuang sampah ukuran besar dan sampah puing

bongkaran bangunan di TPS 3R, TPST dan/atau皿;

e. mengot〇五, me則sak, me皿bakar,　atau menghilangkan

tempat sampah yang telah disediakan;

f. membakar sanpah yang tidak sesuai dengan persyaratan

te血is pengelolaan sampah; a屯u

9. melakuk紬pemrosesan akh正sampah皿engg叫nakan metode

yang tidak sesual dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XⅥ∴.



BAB XVI

KETENTUAN pENⅤID工船N

Pas血53

( 1) P匂abat Pegaw証Nege轟Sipil te轟entu di lingkungan Pemehntah

KoぬSibolga dibeh wewenang khusus sebagai penyidik untuk

melakukan penyidikan　竜ndak pidana pelanggaran d瓢劃

Peraturan Daerah ini.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ad粗ah p匂abat

pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemehntah Daerah

yang diangkat oleh p匂abat yang berwenang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah :

a. menehma,　menca正,　mengumpulk紬　dan meneliti

keterangan atau laporan berkenaan dengan也ndak pidana

pelanggaran d瓢am penyelenggaraan Perumahan dan

Kawasan Permukiman, agar keterangan atau laporan

tersebut me可adi lebih lengkap dan jelas;

b. meneli互　menca正　dan mengumpulkan keterangan

mengenai orang p正badi atau badan tentang kebenaran

perbuatan yang d虹akukan sehubungan dengan　心ndak

pidana pelanggaran dalan penyelenggaraan Perumahan

dan Kawasan Pemu糧man;

c. meminta keterangan d狐bahan buk廿da五〇rang p正badi

a屯u badan sehubungan dengan t血dak pidana pelanggaran

d瓢am penyelenggaraan　脇田mahan dan Kawasan

Pemu貼man ;

d. meme正ksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan

dengan心ndak pidana pelanggaran dalam penyelenggaraan

Pemmahan dan Kawasan Pemukiman;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan

buk心　pembukuan, penca屯tan da調　dokurnen lain se轟a

melakuk劃penyi血an terhadap bahan buk心tersebut;

f. memin屯bantuan tenaga ahli d瓢劃rangka pelaksanaan

tugas penyidikan dndak pidana pelanggaran dalam

penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pe調ukiman;

9. menyumh berhen竜　dan/atau melarang sese○rang

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat peme正ksaan

sedang be血angsung dan memehksa iden心tas orang, benda

dan/ a屯u doku皿en yang ada;

h. memo廿et seseorang yang berkaiぬn dengan寄ndak pidana

pelan鍵aran dalam penyelenggaraan Pemmahan dan

Kawasan Pe調ukiman ;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan

diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. mezafuたa7L..



k･ melakukan也ndakan la血yang pe血u untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana pelanggaran dalan

penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemu貼man

sesuai ketentu紬peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat　(1)

me皿be正tahuk狐di皿ulainya penyidikan dan皿eny劃paikan

hasil penyidikannya kepada penyidik Polisi Negara Republik

工ndonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur d瓢am

Undang-Undang Hukum Acara円dana.

BAB XV重量

SANKSI

Bagi弧Kesatu

Sanksi Administra轟f

Pasal 54

(1) Perorangan/badan usaha yang mel狐ggar ketentu紬

sebagaimana dimaksud dalan Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat

( 1) dan輪.sal 24 ayat ( 1) dikenakan denda sanksi adminis血a蘭.

(2) Sanksi adminis廿a伍f sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

bempa:

a. tegu輪n lisan;

b. teguran te轟ulis;

c. paksaan Pemehnねh;

d. uang paksa;

e. pencabutan izin; dan/atau

f. penutupan usaha kegiatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian組nksi

adminis廿a也f diatur dengan Peraturan Wali Koぬ.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pas瓢55

(1) Se也ap orang yang melangg紬　ketentuan sebagaimana

dimaksud dalan Pasal 52, dipidana dengan pidana kurungan

paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.

1･500･000,- (satu juta lima ratus ribu調piah主

(2) Kelompok orang dan/a屯u badan usaha yang melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalan Pasal 52, dipidana

dengan pidana kurungan paling l劃a 6 (enam) bulan a屯u

denda paling banyak Rp･ 10･000･000,- (sepuluh ju向田piah).

廓AB XⅧ..



BAB XVIエI

KETENTUAN PENUTUP

Pas血56

Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sedap omng mengetahuinya ,　皿e皿ehntah kan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempa範皿nya

dalan Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Di健tapkan di Sibolg争

pada屯ngg瓢30 dese皿ber 2022

wAH Ko皿s工BOしGA,

dto.

｣AMALUDD重N蘭HAN

Diundangkan di Sibolg争

pada tanggal 30 desember 2022

sEKRETAR工s DAERAH Ko船s重Bo鵬A,

dto.

MHD. WSUF BATUBARA

LEMBARAN DAERAH Ko船slBo鵬A TAHUN 2022 NOMOR 58

NOREG PERATURAN DAERAH Ko皿　slBo鵬A, pROvlNs工

suMAT宙RA u船RA : (io-233/2o22)

Salinan sesuai dengan aslinya



pEN↓E払sAN

A皿s

pERATURAN DAERAH Ko皿s工BOLGA

NOMOR ii皿HUN 2o22

TEN弘NG

PENG巴しOLAAN SAMPAH

I.Umum

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

mengananatkan perlunya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan

sampah yang selana ini dijalankan. Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang

Nomor 18 Tahun　2008　tersebut, pengelolaan sampah diba由dalam dua

kegiatan pokok, yaitu pengurangan sampah dan pen紬ganan sampah･

Kegiatan pengelola紬sampah rumah tan鶉a dan sampah s匂enis sampah

rumah t紬gga yang diam紬a此an oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

tersebut bermakna agar pada saatnya nanti seluruh lapisan masyarakat dapat

terlayani dan seluruh sampah yang仕mbul dapat dipilah, dikumpulkan,

diangkut, diolah, d紬diproses pada tempat pemrosesan a址ir.

Dengan ditetapkamya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah, ke囲akan pengelolaan sampah dimu址. Ke坤akan

pengelolaan s劃pah yang selama lebih da正tiga dekade hanya be轟umpu pada

pendekatan kumpul-angkut-buang /end o, p唾ve/ dengan mengandalkan

keberadaan TPA, diubah dengan pendekatan reduce at sourice dan resottrce

recgc!e melalui penerapan 3R･ Oleh karena itu seluruh lapisan masyarakat

diharapkan mengubah pandangan dan memperlakuk狐　sampah sebagai

sumber daya altematif yang s匂auh mung貼n diman患a吐an kemb瓢i, baik

sec紬a langsung, proses daur ulang, maupun p調ses lainnya･

Lima tahap penang紬an yaitu pem組ahan, pengumpul紬タpengangkut狐,

pengolah狐, d孤pemroses孤akhir sampah dilakukan oleh seluruh lapisan

masyarakat secara bertahap dan terencana, serta didasarkan pada kebijakan

pengelolaan sampah･ Sela血itu, 1embaga ini dih紬apkan juga皿empunya宣

mang lingkup wewenang untuk mengawasi pengelolaan sampah･ Untuk

me垂劃in terlaks紬anya tugas pokok dan血ngsi lembaga tersebut dibutuhkan

dukungan pendanaan dad an鍵aran pendapatan dan bela可a daerah yang

memadai.
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